. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah, bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan kinerja daerah
yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggung

jawaban kepada masyarakat.

Pengertian otonomi daerah sendiri menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah adalah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan
pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga
fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, yang meliputi antara lain, sumber-sumber
ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat ; fungsi distribusi, yang
meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan
pembangunan ; dan fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan keamanan,

ekonomi dan moneter.

Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih
mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam
pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari
masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat
penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah secara jelas dan tegas.

Adapun tujuan hubungan antara pusat dan daerah menurut Davey dalam (Ibnu
Syamsi, 2004 : 224) adalah :
1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintahan

mengenai sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya.
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2. Pemerintah Daerah mendapat cukup dari sumber-sumber dana sehingga dapat
menjalankan tugas atau fungsi yang lebih baik (penyediaan dana untuk menutup
kebutuhan rutin dan pembangunan).

3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dan yang lainnya.

4. Pemerintah Daerah dalam mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai
dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran

pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang
telah diserahkan itu, maka daerah itu harus memiliki bermacam-macam kemampuan.
Kemampuan yang perlu dimiliki antara lain : kemampuan keuangan, kemampuan
aparatur, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya (lbnu Syamsi, 2004 : 221).
Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan perimbangan
keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Untuk pemahaman sistem pemerintahan, perlu dipahami perbedaan pengertian antara

istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut M. Suparmoko (2002 : 19),
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desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan
dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menurut asas
desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah
dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.
Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi, pada dasarnya menjadi wewenang dan
tanggungjawab daerah sepenuhnya, termasuk penentuan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Begitu juga dengan
urusan-urusan yang dilimpahkn oleh Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabatnya di
daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat

baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten / kota, kewenangan yang belum
dilaksanakan oleh daerah kabupaten / kota, serta kewenangan dalam bidang
pemerintahan lainnya, seperti : perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional, alokasi sumber daya manusia yang potensial, serta penelitian yang

mencakup wilayah Provinsi.



23

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah administrasi meliputi bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi ini dimaksudkan untuk melaksanakan Kewenangan
Pemerintah Pusat yang tidak diserahkan kepada daerah otonom kabupaten / kota.
Selanjutnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencakup seluruh
bidang peradilan, kebijakan fiskal dan moneter, agama, serta kewenangan yang
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
yang sifatnya makro, penentuan dana perimbangan keuangan, sistem perekonomian

negara dan sistem administrasi negara.

Dengan adanya otonomi daerah serta berlakunya Undang-Undang otonomi daerah,
maka hampir seluruh kewenangan sudah berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga intervensi Pemerintah
Pusat ke daerah akan menjadi sempit. Semua instansi vertikal yang menjadi

perangkat Pemerintah Daerah, semua kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Menurut M. Suparmoko (2002 : 18), yang menjadi tujuan dari pengembangan
otonomi daerah adalah :

1. Memberdayakan masyarakat

2.  Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas

3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan

4. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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M. Suparmoko juga menjelaskan keuntungan dan kerugian dari diselenggarakannya

otonomi daerah. Secara singkat, keuntungan adanya otonomi daerah adalah :

1.

Lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan
potensi (keinginan) masing-masing masyarakat.

Penduduk akan bebas berpindah tempat tinggal ke daerah yang sesuai dengan
keinginannya.

Pemerintah Daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sendiri.
Proses politik akan lebih cepat, sederhana, dan efisien dengan Pemerintah
Daerah, karena proses politik dalam masyarakat yang lebih sempit akan lebih
cepat dan efisien daripada dalam masyarakat yang luas.

Eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat

dilakukan akan lebih banyak.

Sedangkan kerugian/kelemahan dari otonomi daerah adalah :

1.

Dalam hal-hal tertentu Pemerintah Daerah akan kurang efektif dan efisien dalam
mengatasi permasalahan yang ada, misalnya dalam hal menyediakan barang
publik nasional, seperti : pertahanan keamanan nasional, redistribusi penghasilan,
dan pemecahan ekonomi makro.

Dalam hal pertahanan dan keamanan, apabila hal ini diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, tentu setiap daerah akan bertanggungjawab pada daerahnya

masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar.

3. Dalam hal redistribusi pendapatan, Pemerintah Daerah juga kurang efektif. (2002

1 19-23)
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B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan

pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan.
Adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dana perimbangan terdiri atas : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana
perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang

ditetapkan pemerintah.
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Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.

3. Dana cadangan daerah, dan

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

C. Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial bagi peningkatan pendapatan
daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban
kenegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa tindakan yang
menempatkan beban kepada masyarakat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan
dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pajak daerah dan
retribusi daerah juga harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Adapun ketentuan
mengenai objek, subjek, dan pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah diatur

dengan peraturan daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut
sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
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Pengertian retribusi daerah sesuai PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah
adalah : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah
sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi
dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya, yaitu :

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemenfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komersial karena seyogyanya disediakan oleh
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sektor swasta tetapi belum memadai atau tepatnya, harta yang dimiliki atau
dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
Jenis-jenis retribusi jasa usaha, antara lain :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parkir

f. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa

0. Retribusi penyedotan kakus

h. Retribusi rumah potong hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

J. Retribusi tempat rekrasi dan olah raga

k. Retribusi penyebrangan di atas air

I.  Retribusi pengolahan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
daerah dala rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
ataskegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu :
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a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

Dalam menentukan besarnya masing-masing retribusi diperlukan prinsip dan sasaran
penetapan retribusi daerah. Adapun prinsip dan sasaran tersebut menurut Mardiasmo
(2002 : 103) adalah :

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan kepada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Mengenai penetapan tarif retribusi, dapat ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.
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D. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Sebagai Salah Satu Sumber

Penerimaan Daerah yang Potensial

Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat diabaikan
perannya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan dari sektor
retribusi merupakan sumber pendapatan yang penting dalam mengisi kas negara
guna membiayai kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka pembangunan daerah.
Retribusi sebagaimana halnya dengan pajak, mempunyai fungsi sebagai pengisi kas

(budgeter) dan sebagai pengatur (reguler).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa retribusi banyak jenisnya, alasan ini
yang memungkinkan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial
dalam meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa

yang telah diberikan.

Pegertian tersebut sesuai dengan definisi retribusi yang terdapat dalam PP No0.66
tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yaitu : pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan
oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam
pemungutan retribusi menganut azas manfaat (benefit principles), yang maksudnya
ialah besarnya retribusi ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh pengguna

jasa.
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Untuk mengatasi masalah dalam menentukan besarnya manfaat, maka menurut M.
Suparmoko (2002 : 85-86), perlu dilakukan langkah berikut, pertama, diidentifikasi
manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, kemudian ditetapkan nilai rupiahnya
dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti atau survei

tentang kesediaan membayar (willingness to pay).

Untuk lebih jelasnya, berdasarkan PP No.66 tahun 2007 tentang retribusi daerah
disebutkan bahwa pasar grosir dan pertokoan adalah : pasar grosir berbagai jenis
barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar /
pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh perusahaan daerah (PD) pasar atau

pihak swasta.

Sedangkan pengertian retribusi pasar grosir dan pertokoan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 09 tahun 2007 tentang retribusi pasar grosir
dan pertokoan adalah : pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis
barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar
pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak

swasta.

Jadi, retribusi pasar grosir dan pertokoan merupakan biaya yang harus dibayarkan

oleh pengguna fasilitas pasar / pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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Retribusi pasar grosir dan pertokoan ini berperan penting dalam pendapatan daerah
dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama sejalan dengan
pembangunan bidang ekonomi khususnya perdagangan yang menuntut tersedianya

fasilitas / tempat-tempat berdagang.

E. Pengelolaan Retribusi Daerah

1. Aspek Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang sebaiknya dilakukan sebelum seseorang /
badan melakukan kegiatan. Perencanaan sangat berperan dalam mengambil
keputusan. Perencanaan juga dapat dipandang sebagai tolok ukur dari keberhasilan
dan kegagalan suatu kegiatan, sehingga mengandung pengertian bahwa kegiatan yang

gagal bisa dibebabkan karena perencanaannya tidak baik.

Perencanaan sendiri dapat diartikan bermacam-macam namun pada dasarnya
mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu proses penentuan bagaimana mencapai

tujuan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1990 : 5), perencanaan dalam arti seluas-luasnya
adalah : suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu terdapat pada setiap

jenis usaha manusia.
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Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, perencanaan memegang peranan yang
penting, kerana dengan adanya perencanaan langkah yang akan ditempuh dalam
pembangunan akan jelas dan terarah. Ini seperti yang dikemukakan oleh Albert
Waterson, dalam (Bintoro Tjokroamidjojo, 1990 : 12) yang menyebutkan
perencanaan dalam pembangunan adalah : melihat kedepan dengan mengambil
pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut
dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
Jadi jelaslah bahwa perencanan adalah hal yang sangat penting sebelum melakukan

kegiatan atau mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Zulkarnain Djamin (1993:9), tujuan dari pembangunan itu
sendiri adalah :

1. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat
banyak.

2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan
kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih besar kepada
nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahtaraan sosial, jasmani
dan rohani).

3. Memeperluas pilihan-pilihan sosial sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa

dengan memeberikan kebebasan dari ketergantungan.

Penetapan target retribusi merupakan suatu perencanaan, karena didalamnya terdapat

unsur tentang bagaimana mencapai tujuan. Dalam menetapkan target retribusi ini
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hendaknya didasarkan pada potensi yang ada, atau didasarkan pada potensi dari
retribusi itu sendiri. Penghitungan potensi dilakukan dengan cara mengalikan terif
retribusi dengan tingkat penggunaan objek retribusi tersebut. Adapun cara
menetapkan target rasional dalam upaya meningkatkan PAD, menurut Hamrolie
Harun (2004 : 79) sebagai berikut :

Proyeksi penerimaan retribusi tahun yang akan dating + Potensi yang mau digali
Apabila terdapat kesenjangan atau penyimpangan antara realisasi dengan rencana
atau target, maka ini menunjukkan ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
penerimaan atau dari segi pelaksanaannya kurang baik.Masalah yang timbul karena
perencanaannya yang kurang baik maupun karena dari segi pelaksanaanya, harus

segera dicari solusinya guna tercapainya suatu tujuan dimasa datang.

2. Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi untuk melaksanakan rencana dalam bentuk realisasi

yang telah disusun secara sistematis. Pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terkadang

ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu :

a. Struktur organisasi keuangan daerah yang tidak mendukung dan kurang
memadai.

b. Mental pelaksana pemungut yang kurang baik

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.
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3. Pengawasan

Menurut Alex Nitisemito, Pengawasan adalah usaha untuk mencegah kemungkinan
penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, sarana-sarana, dan

sebagainya yang telah ditetapkan. (Muhammad Nur, 2001 : 29)

Tujuan dari pengawasan menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah :

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.

2. Apabila terdapat penyimpangan maka perlunya diketahui seberapa jauh
penyimpangan tersebut dan apa sebabnya, dan

3. Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.



